GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWES! TENGGARA
NOMOR: 7= TAHUN2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ~SULAWESI
TENGGARA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI ~ SULAWESI  TENGGARA  TAHUN
ANGGARAN 2009.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:a bahwa dalam rangka elaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tabui 2008 tentan gnPe oman Penyusunan Ang aran
Pendapatan dan Belanja DaerahT un Ang aran2 09, maka Petioman
ea ksanaan Igaran apatan _dan” belanja Daeral rovm3|
Sulawesi Ten ahun An aran 2009 yang telah d|tetar\]p an engan
peraturan GuBBmur Sulawe3| enggara Nomor 74 Tahun 2008 pérlu
d|Iakukan penyesuaian;

b. bahwa bergasarkan  pertimbangan sebagaimana dimakMtd huruf a
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubérnur Sulawesi Tenggara.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentan Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti_Undang-undang Nomor 2 Tahun 1 tentan(i
embentukan D erah Tingkat 1 Sulawest Tengah dan Daerah Tingkat
ulawesi Tenggara d engan mengubah Undang -undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tenta aﬂ Pembentukan Dagrah Tingkat 1 Sulawesi Utara—
enga dan aer mg kat 1 Sul awe3| Sdatan Tengggara Lem aran
I\P K_Indojesia Tahun 1964 Nomor ambahan
Lembaran egaraRepubhkIndone3|aNomor2687

2. Undan undang Nomor 28 Tahim 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Dagrah
Lembaran Negara Repubhk Indone5|a Tahun 2004 Nomor 125,
ambahan Lembaran ega Republik ~Indonesia Nomor 4437

sebagaimana telah diubah “dua kall terakhir dengan Undang-undan

Nomior 12 Tahun 2008 tentangPPerubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentan% emerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan' Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4884);

. Undang-undan Nomor 33 Tahun 2004 tentan Perlmban an Keuan an
antara Pemerintrfi Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg
Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373.)

. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578).

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609).

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 Tentang
Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 Tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun
1998 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun
2008Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Dinas Provinsi
Sulawesi Tenggara;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Bappeda, dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada
Daerah.
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Meaetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN  GUBERNUR TENTANG_PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 74
TAHUN 2008 TENTANG = PEDOMAN =~ PELAKSANAAN
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawe3| Tengara
Nomor 74 Ta un 2 tentangP edoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Bel an ja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
Anggaran 2009 &Benta Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2008 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal
12 A yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pe elyaran  Belanja  Keuangan_ Penyelenggaraan _Peningkatan
i

(2) Besarn a Biaya Pen

enerintahan Pembangunan d
Wak|I Gubernur mellputl

a Pemberlan hadiah dalam bentuk uang dan / atau barang kepada
kelom o masyarakat dan/atau perorangan  terkait ™ dengan
penyelenggaraan Pemerintahan baik yan d| eroleh melalm lomba
les keIu han kelompok yang berp es | lam latihan,
Dialog/A u iens dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan.
Pengrimaan Klnjungan Kelja Pejabat Négara /. Departemen /
Lemba a Pemerintah dan Departemen/ LuarNegeri
t Koordinasi dengan unsur Muspida

apat Ko«dmasi, dengan Pe&abat Pemerintah Daerah

Kunrjun an Keija / In? eksi Kepala Dagrah dan wakil kepala
Daerah pada Kabupaten/Kota
0. Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.

Tugas Pengawasan GubernUr dan

(e

%eluaran Belanja Keuaggan Penyelenggaraan
enmlg atan Pemerinahan Pembangunan dan fugas *Pendawasan
bernyr dan Wakil Gubernur sebagaimana dlmaksu al[i])ada ayat

disftgunikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daer
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Pasal |l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangﬁ
Agar setiap orang merglgeta uinya, memerinta
Pératuran_Gubernur ini dengan penempatanya dal
Provinsi Sulawesi Tenggara.

al dlundangkan
kan %en undangan
am Berita Daerah

Ditetapkan di Kendari

PARAF KOORDINASI

jttGl WT,{SAT%\N keria  PARAII

qos

wph* H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendan
Pada tanggal 18 - 2 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULA RA

IL ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN
2009 NOMOR...7.ccccccrrvrrrre
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